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NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DAN
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
TENTANG

PENGEMBANGAN TECHNO PARK LAMPUNG TENGAH

NOMOR : G/22| /11.04/HK/2015
NOMOR: 3l INKILTD.2/2015
NOMOR: 5¢ INK/BPPT-LAMPUNG TECHNOPARK/04/2015

Pada hari ini, Selasa Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan April Tahun Dua Ribu Lima
Belas, bertempat di Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, JI. MH
Thamrin No. 8 Jakarta 10340, dibuat dan ditandatangani nota kesepahaman ini oleh dan
antara :

M. RIDHO FICARDO, S.Pi., M.Si., Gubernur Lampung, berdasarkan Surat Keputusan
Presiden RI No 51/ Tahun 2014 tanggal 28 Mei 2014, berkedudukan di JI. Wolter
Monginsidi No. 69, Teluk Betung, oleh karenanya sah dan berwenang bertindak dalam
jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.

A. PAIRIN, S.Sos., Bupati Lampung Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Dalam Negeri No 131.18-916 tahun 2010 tanggal 10 Nopember 2010, berkedudukan di
Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, oleh karenanya
sah dan berwenang bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah
Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dr. Ir. UNGGUL PRIYANTO, M.Sc., Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi,
berdasarkan Surat Keputusan Presiden Rl No 64/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian
dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Kepala BPPT tanggal 9 Mei 2014,
berkedudukan di JIl. MH Thamrin No.8 Jakarta 10340, oleh karenanya sah dan
berwenang bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.
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PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA, sesuai kedudukan dan
kewenangannya sebagaimana tersebut di atas yang selanjutnya secara bersama-sama
disebut PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan kesepakatan dalam rangka
Pengembangan Techno Park Lampung Tengah di Kabupaten Lampung Tengah.

LATAR BELAKANG

1. Bahwa dalam rangka mendorong dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi
dalam penyelenggaraan otonomi daerah khususnya dan pengembangan daya
saing teknologi industri unggulan daerah antara lain ubi kayu, padi, peternakan
sapi dan pakan, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk saling mendukung
dalam rangka Pengembangan Techno Park di Kabupaten Lampung Tengah;

2. Bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut di atas PARA PIHAK sepakat
untuk memanfaatkan aset bersama dengan prinsip saling menguntungkan dan
memberikan manfaat bagi masyarakat;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, PARA PIHAK
sepakat dan setuju dalam pelaksanaan maksud tersebut di atas tetap
memperhatikan peraturan per-undang-undangan yang berlaku menuangkan
kerjasama tersebut dalam bentuk Nota Kesepahaman.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah tingkat |
Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian,
Pengembangan dan Penerapan Iptek;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional 2025;

4. Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan
Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan
Tinggi dan Lembaga enelitian dan Pengembangan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2008;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Kerjasama Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional 2015-2019;

9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011, tentang Masterplan Percepatan Dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;

10. Peraturan Bersama Kementrian Riset dan Teknologi No. 03 Tahun 2012 dan
Kementrian Dalam Negeri No. 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem
Inovasi Daerah.
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lll. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud diadakannya Nota Kesepahaman ini adalah untuk menciptakan
lingkungan yang kondusif untuk kolaborasi antara komunitas akademisi, bisnis,
pemerintah dan menumbuhkan bisnis yang berbasis inovasi dan meningkatkan
daya saing kawasan.

- Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengembangkan dan
memanfaatkan potensi daerah serta meningkatkan kapasitas masyarakat dan
lembaga-lembaga daerah melalui Pengembangan Techno Park untuk
mendukung pembangunan Daerah Lampung Tengah.

IV. RUANG LINGKUP KESEPAHAMAN
Ruang lingkup kesepahaman meliputi :

a. Penyediaan dan pengembangan infrastruktur serta fasilitas penunjang lanjut;
b. Pengembangan potensi produk unggulan daerah;

¢. Alih teknologi dan pemasaran;

d. Pendidikan dan pelatihan;

e. Lain-lain kegiatan yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

V. TINDAK LANJUT

Setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat
mempersiapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Membentuk tim bersama;
2. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
3. Menyiapkan perangkat lain-lain yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja sama.

VI. PEMBIAYAAN

Semua pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota
Kesepahaman ini menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK.

VI..  JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak
tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang
berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;

2. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum berakhir masa berlakunya dengan
ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman /\Lj]/
ini harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 d_

(tiga) bulan sebelumnya.
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VIIl.  LAIN-LAIN

1. Setelah ditandatangani Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK akan
menindaklanjutinya dengan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh
PARA PIHAK atau pejabat yang diberi kuasa oleh PARA PIHAK yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;

2. Hal-hal yang belum cukup dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam
Perjanjian Kerja Sama, Addendum dan maupun Amandemen yang disepakati
oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota
Kesepahaman ini.

IX. PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-
masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KETIGA, PIHAK KEDUA,

A PAIRIN, S.Sos. M. RIDHO FICARDO, S.Pi., M.Si.
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